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KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM
HAL DEBITUR PAILIT
Oleh:
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Abstract
Giver mortgages declared bankrupt, the holder of a security interest remains
authorized to perform all rights obtained, limited to 90 days after being declared
bankrupt, this is because the protection against preference encumbrance become
dysfunctional due to the bankruptcy of the debtor. Legal acts on property of the debtor
before the declaration of bankruptcy of adverse creditors, for example, is not acting in
good faith transaction by transferring its assets to another party (third party), then
the cancellation of the transaction is allowed provided it meets the requirements set
out in the enactment the law. The transaction cancellation action is often called actio
pauliana. Bankruptcy has properties can be implemented first (Uit Vor Baar Bij Voor
Raad), which although against the bankruptcy decision which is then corrected or
canceled by a decision of the hierarchically higher, then all activities of settlement
with the administration of the bankruptcy estate that has been done curator still
declared valid by Constitution.
Therefore, should the nature of the preferences of a security right is intended to
protect creditors over time despite insolvency, because the preferred creditor has a
better position in comparison with other creditors as protective measures that have
been granted by law to the rights holders of mortgage lenders. In order pauliana
Aktio setting can not be applied to the payment of the debtor's debt to the bank,
because such payments have first agreed in lending.
A. Pendahuluan
Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa :
“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain”.
Pada prinsipnya lembaga keuangan bank atau bukan bank akan meminta
jaminan dari pihak debitur yang diikat dengan hak tanggungan dengan alasan
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1apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) dari pihak debitur, lembaga tersebut akan
cepat memperoleh piutangnya kembali. cukup dengan membawa sertifikat hak
tanggungan yang  memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang  Maha Esa”, sudah langsung dapat mengajukan permohonan ekesekusi
kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana obyek tanggungan itu berada.
Jadi fakta perjanjian kredit tidak diperlukan lagi karena sertifikat hak tanggungan
sudah cukup membuktikan adanya utang-piutang antara kreditur dengan debitur.2
Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam kedudukannya sebagai
Kreditur  preferen pada  prinsipnya mendapat kedudukan didahulukan
dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kedudukan didahulukan ini dalam
BW (KUH Perdata) pada  pasal 1133 ayat 1 BW (KUH Perdata)  dinyatakan
bahwa: “ Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak
istimewa, dari gadai dan dari hipotik”,  dimana apabila  debitur wansprestasi
(ingkar janji), kreditur pemegang hak tanggungan akan  mempunyai hak yang
didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur
lainnya yang bukan pemegang hak tanggungan. Sifat pemenuhan piutang yang
didahulukan ini disebut dengan kreditur preferen.
Menurut J. Satrio memberikan penjelasan tentang hak didahulukan disini
adalah sebagai berikut:
“Didahulukan disini adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas
penjualan eksekusi benda hipotik (hak tanggungan). Bahwa kedudukan
“preferen” (lebih didahulukan) berkaitan dengan hasil eksekusi, akan tampak
jelas kalau kita hubungkan dengan pasal 1132 KUHPerdata, yang mengatakan
bahwa pada asasnya para kreditur berbagi pond’s-pond’s harta benda milik
debitur. Dengan memperjanjikan dan memasang hak tanggungan–dulu hipotik-
maka  kreditur menjadi preferent atas hasil penjualan benda  tertentu milik
debitur - atau milik pemberi jaminan yang diberikan sebagai jaminan khusus,
dalam arti, menyimpang dari asas Pasal 1132 tersebut di atas, ia berhak
mengambil lebih dulu uang hasil hipotik.”3
Apa yang dikatakan Satrio dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsure
dari kedudukan yang diutamakan atau didahulukan dari kreditur pemegang hak
tanggungan adalah berkaitan dengan pelunasan piutang kreditur pemegang hak
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tanah yang menjadi obyek hak tanggungan (eksekusi hak tanggungan).
Dipihak lain kreditur yang tidak mempunyai hak yang didahulukan,
dimana diantara kreditur-kreditur ini mempunyai kedudukan yang sama antara
yang satu sama lainnya yang tidak memegang hak tanggungan, biasanya disebut
dengan kreditur konkuren.
Dalam hal pemenuhan  dan pembagian hutang debitur kepada kreditur-
kreditur konkurennya akan dilakukan dengan membagi secara seimbang di antara
para kreditur konkuren lainnya secara proporsional berdasarkan jumlah dan
besarnya masing-masing piutang kreditur konkuren.
Selanjutnya dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan khususnya penjelasan angka 4 pada alinea 2 terdapat
adanya perkecualian dari kedudukan yang diutamakan (preferen) dari pihak
kreditur pemegang hak tanggungan, yaitu; bahwa kedudukan diutamakan kreditur
pemegang hak tanggungan tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara
menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian kedudukan yang
diutamakan, kreditur pemegang hak tanggungan dikalahkan oleh piutang negara.
Dalam hal piutang Negara yang mengalahkan kreditur pemegang hak
tanggungan, Sjahdeini berpendapat bahwa; berpedoman kepada ketentuan Pasal
1137 KUHPerdata, piutang negara yang kedudukannya lebih tinggi dari hak
tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam angka Penjelasan Umum Undang-
Undang Hak Tanggungan hanya pajak saja.
Selain itu menurut pasal 1134 KUHPerdata, dinyatakan bahwa hipotik
(sekarang hak tanggungan) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak
istimewa,  namun  demikian kedudukan yang lebih  tinggi dari  hak  tanggungan
dapat dikalahkan oleh hak istimewa apabila undang-undang menentukan lain.
Menurut Setiawan, Hak Separatis adalah : "Hak yang  diberikan oleh
hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan)
tidak termasuk harta pailit".4
Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang
kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai,
4 Setiawan, Hak Tanggungan Dan Masalah Eksekusinya , Varia Peradilan, Majalah Hukum,
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dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan (seperti garansi termasuk garansi
bank) bukan merupakan kreditur separatis.
Dengan demikian yang dimaksudkan dengan hak kreditur separatis adalah
hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk
tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya dinyatakan
pailit.
Kreditur separatis (pemegang  jaminan hutang) mempunyai kedudukan
yang terpisah dengan kreditur lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang,
kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan hutang tersebut
seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan, jika diperkirakan hasil penjualan
jaminan hutang  tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh hutangnya,
kreditur separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan
sebagai kreditur konkuren.
Sebaliknya, apabila hasil penjualan asset tersebut melebihi hutang-
hutangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3) BW), ongkos-
ongkos dan hutang (Pasal 60 ayat 1) Undang-Undang KPKPU, kelebihan tersebut
haruslah diserahkan kepada pihak debitur.
Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (I) Undang-undang KPKPU, nampaknya
Undang-undang ini memang mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak
jaminan (Hak Tanggungan), tetapi akan menjadi kontradiktif setelah melihat
ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang menyatakan : "Hak
eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak
ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau
kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".
Kedua ketentuan tersebut di atas justru menjadi bertentangan dengan hak
separatis dari pemegang jaminan yang diakui oleh pasal 55 ayat 1 itu. Untuk lebih
jelasnya dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 56 ayat 1, yang menyatakan bahwa
penangguhan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain :
1.   Untuk memperbesar kemnungkinan tercapainya perdamaian; atau
2.   Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
43.   Untuk memperbesar kemungkinan Kurator melaksanakan tugasnya secara
optimal.
Selama  berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan
hukum  untuk  memperoleh  pelunasan atas  suatu piutang  tidak dapat  diajukan
dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud
dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.
Ketentuan hukum yang menentukan terjadinya keadaan yang disebut
standstill atau automatic stay, keadaan status quo bagi debitur dan para kreditur,
biasanya diberikan oleh undang-undang bukan setelah debitur dinyatakan pailit
oleh pengadilan, tetapi justru selama berlangsungnya pemeriksaan pailit oleh
pengadilan atau diberikan selama dilakukan negosiasi antara debitur dan para
kreditur dalam rangka restrukturisasi utang. Setelah debitur dinyatakan pailit yang
terjadi hanyalah likuidasi terhadap harta pailit, misalnya Bankcrupty Code dari
Amerika Serikat.
Bahkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas yang dianut oleh Undang-
Undang Kepailitan ialah bahwa setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh
pengadilan, seharusnya tidak ada lagi upaya-upaya perdamaian. Upaya-upaya
perdamaian seyogyanya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh
pengadilan.
Mengenai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut yang tujuannya bahwa
penangguhan dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan
harta pailit adalah bertentangan dengan hak separatis dari Pasal 21 Undang-
Undang   Hak Tanggungan, sebab sesuai Pasal 21 Undang-Undang Hak
Tanggungan tersebut menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan
dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan
segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT).
Dengan demikian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang Hak
Tanggungan yang dijamin oleh UUHT. Jadi Penjelasan Pasal 56 ayat (1) tersebut
terlihat jelas bahwa UU KPKPU tidak konsisten, dimana di satu sisi ketentuan
Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dan kreditur preferen, tetapi
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menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan (Hak Tanggungan)
merupakan harta pailit Artinya bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak
memisahkan benda-benda yang dibebani Hak Jaminan sebagai benda-benda bukan
rnerupakan harta pailit.
Sikap undang-undang yang demikian itu, merupakan sikap yang
meruntuhkan sendi-sendi hukum Hak Jaminan, sehingga hal itu lebih lanjut telah
membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum
perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan Hak Jaminan itu sendiri.
Adanya konflik norma antara Undang-Undang Hak Pertanggungan dengan
UU KPKPU tersebut telah menimbulkan ketidak pastian bagi pemegang hak
jaminan manakala debitur mengalami pailit. Ketentuan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59, bukan saja menegaskan dan
memperjelas sikap Undang-Undang KPKPU yang tidak mengakui hak separatis
dari kreditur pemegang hak jaminan, sebab dengan memasukkan benda-benda
yang dibebani Hak Jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga sekaligus telah tidak
mengakui dan merenggut hak kreditur pemegang Hak Jaminan untuk dapat
mengeksekusi sendiri hak jaminannya yaitu dengan cara menjual benda-benda
yang telah dibebani jaminan itu. 71 Kewenangan yang diberikan kepada kreditur
pemegang Hak Jaminan selaku kreditur separatis oleh UU KPKPU adalah
kewenangan yang semu.
Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
KPKPU ditentukan bahwa dengan tetap memperhatikan Pasal 56 Undang-undang
No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU kreditur pemegang hak jaminan (termasuk
pemegang hak tanggungan) "harus" melaksanakan haknya tersebut dalam jangka
waktu dua bulan terhitung sejak dimulainya insolvensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 ayat (I) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU
Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004
Tentang KPKPU ditentukan apabila setelah lewat jangka waktu dua bulan tersebut
kreditur pemegang hak jaminan (termasuk kreditur pemegang hak tanggungan)
tidak dapat melaksanakan haknya, kurator "harus" menuntut diserahkannya barang
yang menjadi anggunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana
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tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan
agunan.
Dari ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 37 Tahun
2004 Tentang KPKPU ini dilihat dari penafsiran gramatikal dengan kata "harus"
merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mengikat kreditur pemegang
hak tanggungan, sehingga kreditur pemegang hak tanggungan tidak dapat
menyimpanginya. Dengan demikian apabila setelah debitur sudah dinyatakan
insolvensi, maka terhitung sejak hari itu juga kreditur pemegang hak tanggungan
harus dapat rnenjual obyek hak tanggungan dengan tata cara sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan jo. Pasal 60 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.
B. Pembahasan
1. Kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dalam hal
debitur pailit
Debitur dengan berbagai penyebab dan alasan memaksa harus cidera
janji terhadap pihak kreditur, bahkan sering berakhir pada tahapan pailit. Tak
satupun debitur menghendaki hal ini terjadi, apalagi pihak kreditur. Maka
dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh kedua
belah pihak dalam hal ini pihak kreditur dan debitur selain kembali melihat
apa ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tetap
berpedoman pada ketentuan Undang-Undang atau hukum yang berlaku.
Diikatnya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur dengan hak
tanggungan  tidak  lain  dimaksudkan untuk dapat mempermudah eksekusi
benda jaminan dalam proses pengembalian piutang kreditur oleh debitur.
Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana untuk percepatan proses
pengembalian hutang debitur.
Namun pada kenyataannya seringkali terdapat permasalahan dimana
pihak debitur mempunyai utang kepada lebih dari satu kreditur, dalam hal ini
dimungkinkan salah satu  kreditur dari  sekian banyak  kreditur mengajukan
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terhadap kreditur pemegang hak tanggungan.
Menurut Pasal 21 Undang-undang  No. 37 Tahun 2004 Tentang
KPKPU dinyatakan bahwa; Apabila debitur paling sedikit mempunyai dua
kreditur dan cukup satu hutang terhadap kreditur tersebut yang telah jatuh
tempo, debitur sudah dapat ditetapkan telah pailit oleh pengadilan. Selanjutnya
Apabila putusan pailit telah dijatuhkan, maka serta merta seluruh harta
kekayaan debitur yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan
debitur yang akan ada menjadi harta pailit kecuali harta debitur yang secara
limitatif telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004
Tentang KPKPU tidak termasuk sebagai harta pailit.
Dengan demikian seluruh harta milik debitur selain yang
diperkecualikan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
KPKPU menjadi harta (boedel) pailit. Akan tetapi menurut penjelasan pasal 56
ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU terdapat adanya
Penangguhan eksekusi hak  tanggungan dalam jangka waktu  90  hari sejak
tanggal putusan   pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan tersebut dapat
dipahami bahwa penundaan eksekusi bukanlah semata-mata demi kepentingan
kreditur. Penundaan ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan
tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit atau kurator
melaksanakan tugas secara tegas.
Tujuan yang dimaksud oleh pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No 37
Tahun 2004 tentang KPKPU sama artinya bahwa harta debitur yang sebelum
kepailitan telah dibebankan dengan hak tanggungan merupakan harta (boedel)
pailit ketika debitur itu dinyatakan pailit. Seharusnya kepentingan kreditur
pemegang hak tanggungan lebih diutamakan sejalan dengan sifat preferensi
dari hak tanggungan itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang ditentukan
bahwa; “Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya.”
Perlindungan terhadap preferensi hak tanggungan menjadi tidak berfungsi oleh
karena adanya kepailitan yang dialami oleh debitur.
8Dalam keadaan apapun yang dialami pada diri debitur dalam suatu hak
pertanggungan, seharusnya sifat preferensi dari suatu hak tanggungan
dimaksudkan untuk melindungi kreditur. Menurut Satrio seharusnya kreditur
preferen mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur
lainnya, karena adanya perlindungan yang telah diberikan oleh hukum.
Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
KPKPU disebutkan bahwa;
“Kreditur pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya
(mengeksekusi hak tanggungan) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi”.
Dilanjutkan dengan ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No 37
Tahun 2004 tentang KPKPU yaitu:
Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat  1 ,curator
harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya
dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185.
Dalam hal ini terlihat setelah debitur dinyatakan insolvensi kedudukan
obyek hak tanggungan adalah sebagai harta diluar harta (boedel) pailit, akan
tetapi hak eksekusi kreditur pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak
tanggungan dibatasi waktunya oleh ketentuan dalam Undang-Undang KPKPU
yang diambil alih oleh kurator setelah melewati jangka waktu 2 bulan .
2. Pengaturan Eksekusi Benda Jaminan Dalam Hal Debitur Cidera Janji
(Wanprestasi)
Eksekusi obyek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang mengatur bahwa
apabila debitur cidera janji, maka obyek hak tanggungan  dapat dieksekusi
dengan dua cara yaitu : Eksekusi Atas Kekuasaan Sendiri (Parate Eksekusi)
dan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan
a.   Eksekusi Atas Kekuasaan Sendiri (Parate Eksekusi)
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
bahwa kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
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piutangnya, atau yang biasa disebut dengan parate eksekusi.
Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan
ketentuan, bahwa parate eksekusi tersebut didasarkan pada yang
diperjanjikan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Adanya perbedaan yang demikian, menurut Sjahdeini, Pasal 6
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menentukan
bahwa untuk melakukan parate eksekusi tidak harus diperjanjikan terlebih
dahulu, namun Sjahdeini tetap mengakui bahwa terdapat ketidak-serasian
antara Pasal 6 Undang-undang   No. 4 Tahun 1996 Tentang   Hak
Tanggungan dengan Penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan.5
Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri dinyatakan sebagai janji,
namun Undang-Undang Hak Tanggungan juga menentukan sebagai hak
yang diberikan Undang-undang, yaitu jika debitur cidera janji, maka
pemegang hak tanggungan pertama diberi hak untuk menjual obyek hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (pasal 6
UUHT).
Ketentuan  ini  bersifat overlapping dan  berlebihan (overboding),
yakni disatu sisi diatur sebagai janji yang dibuat oleh para pihak, namun di
sisi lain ditentukan sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang.
Pembentuk UUHT mencampuradukan kekuasaan untuk menjual
sendiri obyek hak tanggungan, yakni sebagai norma dan juga sekaligus
sebagai janji.6
Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan yang menyatakan :
"Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak
tanggungan bahwa jika debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan
berhak menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum “.
5 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 89-90
6 Koidin, Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, (Yogyakarta: LaksBang
Pressindo, 2005), hlm. 19
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Kemudian penjelasan pasal 11 (2.e) UUHT menyatakan :
"Untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 6 maka
dalam APHT dicantumkan janji ini".
Kedua pengaturan tersebut, yakni sebagai norma yang berlaku
mengikat dan sebagai janji yang masih harus disepakati bersama,
menandakan terjadinya inkonsistensi diantara pasal-pasal dalam UUHT.7
Menurut Herowati Poesoko, prosedur pelaksanaan parate executie
menurut pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan parate eksekusi melalui
pelelangan umum, maka rasio hukumnya pejabat tersebut adalah Pejabat
Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya prosedur pelaksanaan parate
executie tanpa memerlukan fiat Ketua Pengadilan Negeri.8
Pada kenyataannya Kantor Lelang Negara tidak bersedia
melaksanakan penjualan lelang obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 6
UUHT dengan alasan harus ada fiat Ketua Pengadilan Negeri.  Alasan
tersebut dapat dipahami karena Kantor Lelang  Negara  dalam
melaksanakan pasal 6 UUHT harus mendasarkan pada Penjelasan Umum
angka 9 jo Penjelasan pasal 14 ayat 2 dan 3 UUHT, yang pada intinya
prosedur parate eksekusi harus mendasarkan pasal 224 HIR / pasal 258
RBg dan karena pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan fiat
Ketua Pengadilan Negeri dimana obyek hak tangungan berada.
Pengaturan ini menjadi berlebihan dan akan menimbulkan silang
pendapat yang tiada henti-hentinya bahkan menimbulkan konflik norma.
Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembentuk UUHT dalam rnemberikan
kewenangan (hak) pada kreditur pemegang hak tanggungan pertama tidak
konsisten (inkonsistensi). Adanya ketidak konsistensi tersebut harus segera
diatasi agar mencerminkan kepastian bagi para pihak.
Lembaga parate eksekusi, dalam praktek sering mengalami
hambatan karena dimandulkan oleh Lembaga Peradilan. Mahkamah
Agung Dalam  putusan  No., 3210  K/Pdt/1984 tanggal  30 Januari  1986
7 Koidin, Op.cit, hlm. 19
8 Herowati Poesoko, Parate executie obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma
dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hlm. 259-260
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menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan tanpa meminta
persetujuan  pengadilan  negeri adalah  perbuatan  melawan  hukum dan
lelang yang dilakukan adalah batal.
Putusan MA tersebut melemahkan Lembaga parate eksekusi yang
sejak semula dimaksudkan untuk memudahkan kreditur dalam menagih
piutangnya agar terjadi percepatan pengembalian piutang kreditur
pemegang hak tanggungan.9 Lembaga parate eksekusi akan bermanfaat
selain demi kepentingan kreditur preferen sebagai sarana untuk percepatan
pengembalian piutang dari debitur yang wanprestasi, juga bermanfaat bagi
debitur itu sendiri, yaitu agar jumlah hutang tidak bertambah besar apabila
eksekusi yang dilakukan menjadi lama atau berlarut-larut.
b. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan
Pemenuhan piutang kreditur dengan mendasarkan kekuatan
eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan timbul sebagai akibat hukum
adanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
sehingga Sertifikat  Hak Tanggungan  mempunyai  kekuatan eksekutorial
seperti layaknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).
Eksekusi obyek hak tanggungan melalui pengadilan negeri dalam
praktek dijadikan upaya utama oleh pihak kreditur. Kreditur jarang
menempuh langkah penjualan dibawah tangan atau penjualan lelang atas
kekuasaan sendiri (parate eksekusi) jika debitur wanprestasi, kreditur
langsung meminta kepada pengadilan negeri agar dilaksanakan eksekusi
berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai tilel eksekutorial.
Eksekusi ini didasarkan pada pasal 224 HIR (pasal 258RBg).10
Eksekusi  berdasarkan pasal  224 HIR  dilakukan  oleh kreditur
dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
agar sertifikat hak tanggungan dieksekusi. Proses demikian tidak
memerlukan ligitimasi yang panjang dalam arti kreditur tidak perlu
mengajukan gugatan perdata yang memakan waktu lama dan biaya besar.
9 Khoidin, op.cit, hal. 23-24
10 Khoidin op.cit, hal. 27
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Permohonan eksekusi diajukan oleh kreditur dengan menyerahkan
sertifikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan negeri agar diterbitkan
fiat eksekusi sehingga eksekusi dapat dijalankan secara paksa, bahkan
dengan bantuan aparat keamanan.
Fiat eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan oleh kantor
lelang negara setelah rnendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat. Fiat eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan dengan ijin
khusus dari pengadilan negeri meski pengadilan tidak melakukan
pemeriksaan seperti dalam perkara perdata biasa. Terhadap permohonan
fiat eksekusi ini pihak Pengadilan Negeri cukup melakukan pemeriksaan
terhadap syarat-syarat formal yang telah ditentukan.11
Berdasarkan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, maka
terbit surat perintah penjualan lelang. Kantor lelang melakukan penjualan
atas obyek hak tanggungan dimuka umum, namun sebelumnya Ketua
Pengadilan Negeri menerbitkan surat peringatan (aanmaning) kepada
debitur agar dalam jangka waktu 8 hari memenuhi kewajibannya.
Apabila aanmaning tidak ditanggapi, Ketua Pengadilan Negeri
menerbitkan surat perintah eksekusi yang diikuti perintah penyitaan dan
perintah penjualan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
Sebelum pelelangan dilaksanakan harus diumumkan sebanyak dua
kali berturut-turut melalui surat kabar dalam tenggang waktu 15 hari (pasal
200 (7) HIR). Sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan debitur masih
diberi kesempatan untuk melunasi utang, biaya dan bunga (pasal 20 ayat 5
UUHT dan Penjelasannya). Dalam praktek meski pelelangan sudah
diumumkan namun jika debitur membayar hutang beserta bunga, maka
pelelangan akan dihentikan.12
c. Perlawanan pihak ketiga (Derden verzet) dan perlawanan oleh debitur
sendiri (Partij Verzet)
11 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1994), hlm. 64
12 Retnowulan, dkk, Penelitian Tentang Perlindungan  Hukum Eksekusi Jaminan Kredit,
BHPN Departement Kehakiman RI, Jakarta, 1997, hlm. 28-29
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Dalam HIR hanya diatur perlawanan yang diajukan terhadap sita
yang teiah dilakukan oleh Pengadilan Negeri (berupa : conservatoire
beslag, revindicatoire beslag, rnaritaal beslag, executie beslag).
Pelaksanaan pelunasan piutang kreditur yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan yang
merupakan pelaksanaan Pasal 224 HIR, dan dalam pelaksanaannya
tentunya pengadilan melakukan tindakan hukum yang berbentuk
conservatoire beslag dan executie beslag. Dengan dcmikian perlawanan
terhadap eksekusi obyek hak tanggungan hanya mungkin dilakukan
terhadap eksekusi yang dilakukan berdasarkan kekuatan eksekutorial
Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dan tidak dapat dilakukan terhadap
eksekusi hak tanggungan berdasarkan parate eksekusi. Hal ini disebabkan
parate eksekusi dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pengadilan
Negeri, maka eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan parate eksekusi
(Pasal 20 ayat I huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan) tidak dimungkinkan diajukan perlawanan, namun diajukan
melalui gugatan biasa.
Perlawanan terhadap eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan
kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh
pihak ketiga (derden verzet) maupun oleh debitur itu sendiri (partij verzet).
Kedua perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang
berwenang, yaitu Pengadilan Negeri yang melakukan sita eksekusi (Pasal
195 ayat 6 HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg). Perlawanan yang dilakukan oleh
pihak ketiga (derden verzet) harus atas dasar hak milik.13
Dengan demikian perlawanan (terhadap eksekusi berdasarkan
kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan), dalam persidangan
pelawan harus dapat membuktikan dengan dasar hak milik, karena hanya
pemegang   hak milik yang   dapat rnengajukan perlawanan terhadap
eksekusi obyek hak tanggungan yang telah dilakukan oleh Pengadilan
Negeri.
13 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Mahkamah Agung RI,
April 1994, hlm. 153
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Dalam praktek dapat juga terjadi perlawanan yang disebabkan oleh
putusan atau penetapan Pengadilan yang  menimbulkan kerugian yang
tidak berdasarkan hak milik, tetapi dengan mendasarkan Pasal 378 Rv, Ini
dapat terjadi misalnya perlawanan bahwa eksekusi obyek hak tanggungan
tidak sah karena jumlah hutang yang diminta untuk eksekusi melebihi
pokok hutang yang disebutkan dalam akta karena di dalamnya
diperhitungkan denda.14
Perlawanan yang diajukan oleh debitur sendiri (jiartij verzet)
dilakukan berdasarkan alasan adanya cacat formal atau material yang
melekat pada Sertifikat Hak Tanggungan, dan tidak menyangkut pokok
materi hubungan hukum antara debitur dengan kreditur.
Apabila dalam perlawanan yang telah diajukan dikabulkan dan
eksekusi ditolak, dan penyelesaian hutang-piutang dilakukan dengan cara
melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun apabila cacat formal
maupun material tidak ditemukan, maka perlawanan ditolak dan eksekusi
diteruskan sarnpai pelelangan dilakukan untuk pelunasan utang-piutang.15
Dalam pasal 380 Rv ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri
dapat menunda eksekusi apabila ada perlawanan terhadap sita eksekusi.
Penundaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan tidak boleh bersifat
generalisasi apabila ada perlawanan (derden verzet maupun partij verzet).
Daya tunda eksekusi hanya bersifat eksepsional.
Secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa pada dasarnya
perlawanan tidaklah menunda eksekusi obyek hak tanggungan yang telah
dilakukan oleh Pengadilan Negeri demi kepastian hukum. Dalam hal ini
selanjutnya M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa prinsip yang
dernikian perlu ditegakkan sebagai patokan yang kokoh agar berdampak
edukasi, Koreksi dan Preferensi terhadap masyarakat untuk tidak
sembarangan mempergunakan upaya derden verzetdan partai verzet dalam
menunda dan mengulur pelaksanaan eksekusi.16
14 Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Aktea Serta Putusan Pengadilan
dan Arbiterase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 134
15 Ibid. hlm. 134
16 Ibid., hlm. 323
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d. Debitur Tidak Mengosongkan Obyek Hak Tanggungan Setelah Dijual
Lelang
Kantor Lelang Negara akan terkendala pada ketidak berwenangan
mengosongkan obyek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak
tanggungan, kecuali dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan telah
diperjanjikan bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek
hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.17
Apabila eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan kekuatan
eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu eksekusi yang dilakukan
melalui Pengadilan Negeri (Pasal 14 jo. Pasal 20 ayat I huruf b Undang-
Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan junto.Pasal 224
HIR), dan obyek hak tanggungan telah dibeli oleh pihak ketiga, tetapi
ternyata debitur tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan.
Dalam hal ini pihak ketiga sebagai pemenang lelang dapat langsung
mengajukan permohonan eksekusi pengosongan  berdasarkan Pasal 200
ayat 11 HIR.
Berdasarkan permohonan eksekusi pengosongan yang   telah
diajukan Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan eksekusi
peneguran, yaitu pihak debitur akan dipanggil untuk menghadap ke
Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk diberi peringatan agar dalam
waktu delapan hari mengosongkan sendiri obyek hak tanggungan yang
telah dilelang (Pasal 196 HIR).
Apabila dalam waktu delapan hari tersebut debitur belum juga
mengosongkan  obyek hak  tanggungan sendiri,  selanjutnya atas
permohonan pemenang lelang, Ketua Pengadilan Negeri rnenerbitkan
penetapan eksekusi pengosongan. Pada hari yang telah ditetapkan,
Pengadilan Negeri akan melakukan pengosongan obyek hak tanggungan
yang telah dibeli oleh pemenang lelang secara paksa, bila perlu dengan
bantuan polisi (Pasal 200 ayat 11 HIR).
17 Rahmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, (Jakarta: Djambatan,
1999), hlm. 131.
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Berbeda dengan pembeli lelang yang dilakukan berdasarkan parate
eksekusi (Pasal 6 jo Pasal 20 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Talum
1996 Tentang Hak Tanggungan), apabila ternyata debitur tidak bersedia
mengosongkan obyek hak tanggungan setelah dibeli melalui pelelangan
oleh pihak ketiga, pihak ketiga tidak dapat melakukan upaya linkum
sebagaimana diatur daiam Pasal 200 ayat 1 HIR, tetapi pihak ketiga dapat
melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri. Gugatan ini diajukan dengan permohonan agar Pengadilan Negeri
memutus dengan putusan serta merta.18
Berdasarkan Pasal 180 HTR. Upaya hukum ini sangat beralasan
sebagaimana dijelaskan di atas bahwa HIR tidak mengenal parate eksekusi
tetapi eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan Pasal 224 HIR. Parate
eksekusi hanya diatur daiam Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata sekarang
Pasal 20 ayat 1 huruf a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan, yang perlu diingat bahwa upaya hukum yang berkaitan
dengan eksekusi obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri hanya berdasarkan Pasal 14 Undang- Undang No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan dan Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta berdasarkan Pasal 224
HIR, dan tidak ada kaitan dengan parate eksekusi (Pasal 1178 ayat 2 KUH
Perdata sekarang Pasal 6 jo.Pasal 20 ayat I huruf a Undang-Undang No. 4
Tahun   1996 Tentang   Hak Tanggungan). Jadi eksekusi obyek hak
tangungan berdasarkan parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan
eksekutorial Sertifikat HakTanggungan masing-masing mempunyai
kelemahan dan kelebihan.
Kelebihan dari parate eksekusi bahwa ia tidak memerlukan
keterlibatan Pengadilan Negeri sehingga merupakan jalan yang mudah dan
cepat dalam menyelesaikan piutang kreditur. Kelemahannya, apabila
debitur atau pihak ketiga yang tidak berkenan atas eksekusi yang
18 Elijana, Permasalahan-Permasalahan Jaminan Kredit dengan Undang-Undang Hak
Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 27
November 1998, hlm. 207
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dilakukan oleh kreditur, maka pihak ketiga harus mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri.
Oleh karena cara yang digunakan harus dengan gugatan, maka
gugatan yang diajukan tersebut akan "dapat" menunda eksekusi apabila
belum dilakukan pelelangan, sehingga eksekusi dapat menjadi berlarut-
larut. Demikian pula bagi pemenang lelang, apabila debitur tidak bersedia
mengosongkan obyek hak tanggungan cara penyelesaiannya juga dengan
mengajukan gugatan, sehingga akan tetap membutuhkan waktu dan biaya
yang tidak sedikit.
Eksekusi berdasarkan kekutan eksekutorial ada sisi lebih dan
kekurangannya. Kelebihan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial
Sertifikat Hak Tanggungan yang melibatkan Pengailan Negeri, yaitu
meskipun ada perlawanan, Pengadilan dapat melaksanakan eksekusi. Bagi
pemenang lelang, pengosongan obyek hak tanggungan berdasarkan pasal
224 HIR akan lebih mudah dan pasti dibandingkan dengan parate eksekusi
yang terlebih dahulu harus mengajukan gugatan. Sedangkan kelemahannya
adalah, apabila memang tidak ada masalah dalam Sertifikat Hak
Tanggungan yang menyangkut syarat formil atau nyata materiil, akan
memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dibanding parate
eksekusi. Walaupun masing-masing eksekusi tersebut terdapat kelemahan
dan kelebihan, akan tetapi preferensi kreditur pemegang hak tanggungan
tetap dijamin untuk kepasti.
3. Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan setelah Debitur dinyatakan
Pailit
Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU;
dinyatakan bahwa putusan Pailit dengan serta merta akan mengakibatkan
debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai
dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam boedel pailit.
Yang mana selanjutnya Pembekuan harta perdata ini diberlakukan oleh
ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 KPKPU, terhitung
sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi
18
pasangan  suami  istri  dan  debitur pailit yang kawin  dalam  persatuan harta
kekayaan.19
Pada prinsipnya, sebagai konsekwensi dari ketentuan Pasal 22 tersebut,
maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang  dinyatakan pailit
dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan
tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan-perikatan tersebut
mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Dan oleh karena itu maka
gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan
perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung
diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan
untuk pencocokan.
Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak
menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan
debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun
gugatan tersebut hanya mengakibatkan hukum dalam bentuk pencocokan,
namun hal itu sudah cukup untuk dapat disajikan sebagai salah satu bukti yang
dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.
Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak
untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (persona standi includio)
seperti yang diatur dalam pasal 12 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.
Pengurusan dan penguasaan harta akan segera beralih ketangan kurator, pihak
yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang
telah disepakati semua pihak. Dalam hal mereka tidak menunjuk secara khusus
seorang kurator, maka ditunjukkan BHP (Balai Harta Peninggalan) oleh
Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri.
Si Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum
di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan
perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi boedel si pailit.
hlm. 2
19 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Kepailitan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
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Sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan itu justru akan merugikan
boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.20
Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan
kepailitan, harta kekayaan si pailit akan diurus dan dikuasai oleh BHP (pasal
13 PK), namun tidak berarti semua kekayaan debitur  (si-pailit) harus
diserahkan kepada BHP. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan
dari kepailitan, yaitu:
a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
b.   Alat perlengkapan dinas
c. Alat perlengkapan kerja
d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan
e. Buku-buku yang dipakai untuk kerja
f. Gaji, upah, pensiunan, uang jasa dan honorarium
g. Hak Cipta
h. Sejumlah uang yag ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya
(debitur)
i. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.
Begitu pula hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan
kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di
tangan si-pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak
mendiami rumah.
Pembuktian sederhana adalah syarat absolut yang   diatur dalam
Undang-Undang Kepailitan dalam hal Pengadilan Niaga menjalankan
kewajibannya. Konteks “Sumir” ini erat kaitannya dengan pembuktian
terpenuhinya atau tidak syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 2  (Ayat 1)
Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Undnag-Undang  KPKPU
yang paling lambat harus telah diputuskan dalam 30 hari terhitung dari saat
mula didaftarkannya permohonan pailit tersebut.
Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, maka Pasal 8 (Ayat 4)
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU menentukan:
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
20 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia , (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002), hlm. 53
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keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
pailit sebagaiana dimaksud dalam Pasal 2 (Ayat 1) telah terpenuhi”.
Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, hal ini mempunyai pengaruh
terhadap tuntuan-tuntutan hukum tertentu yang ditujukan kepada debitur.
Tuntutan hukum tersebut pada umumnya dibagi kedalam 2 (dua ) jenis, yaitu:
a.   Tuntutan yang berpokok pangkal pada hak-hak dan kewajiban yang
termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepailitan).
Tuntutan tersebut harus diajukan kepada kurator.
b.   Tuntutan yang bertujuan untuk mendapatkan pemenuhan suatu perikatan
dari harta pailit, atau tuntutan-tuntutan hukum yang ditujukan kepada suatu
prestasi suatu pembayaran dari harta pailit (Pasal 25 Peraturan Kepailitan).
Tuntutan itu harus ditujukan pada rapat verifikasi. Bila tuntutan itu tidak
diakui dalam rapat verifikasi harus dikembalikan kepada hakim
memutuskan kepailitan itu (Prosedur renvooi);
Putusan kepailitan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi.
Pelaksanaan hukum terhadap harta pailit atau bagiannya, yang dimulai
sebelum adanya putusan kepailitan, pelaksanaan-pelaksanaan hukum itu harus
diakhiri. Pelaksanaan atau pengaturan hukum yang dimaksud adalah :
a. Penyitaan (eksekusi), bahwa ada kemungkinan, sebelum debitur dijatuhi
putusan pailit, ia telah berpekara dengan orang lain (yang bersumber dari
wanprestasi debitur). Mungkin pula dalam sengketa itu, harta si pailit
dijatuhi sita jaminan (conservatoir) atau sita eksekutorial (untuk
dieksekusi). Dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan dan
upaya Hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan
lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan diatas
beralih menjadi penyitaan umum yang pelaksanaanya akan ditangani oleh
BHP.
b. Terhadap paksaan badan (gizeling) yang sedang dijalani oleh debitur
(liffdwang of gijzeling) dengan adanya putusan kepailitan, si-pailit harus
dibebaskan sejak itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
c. Terhadap uang paksa yang dibebankan kepada debitur sebelum
dijatuhkannya putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan
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uang paksa itu tidak harus dibayar. Tidak berarti uang paksa itu akan
dihapus, tetapi hanya ditunda pelaksanaannya sampai setelah selesainya
kepailitan.
d.  Terhadap penjualan barang-barang debitur sebelum pernyataan putusan
kepailitan. Balai Harta Peninggalan dapat meneruskan penjualan barang-
barang tersebut, dan hasil penjualan barangbarang tersebut dimasukkan ke
dalam boedel. Tindakan hakim BHP atau kurator harus seijin hakim
pengawas.
e. Terhadap barang-barang tetap dan kapal milik debitur yang telah dijual
atau dijaminkan dengan hipotik maupun oogstverband (creditverband)
sebelum adanya keputusan kepailitan. Tetapi balik nama atas barang-
barang  tersebut belum dilakukan sampai adanya keputusan kepailitan,
maka balik nama atas barang-barang tersebut tidak sah.
f. Tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dapat dipenuhinya suatu
perjanjian dari harta kepailitan yang tidak diajukan kepada Balai Harta
Peninggalan tetapi kepada  rapat verifikasi. Pengajuan tuntutan  kerabat
dapat dicegah adanya kedaluarsa penuntuan.
Akibat terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh debitur
sebelum pernyataan pailit, yaitu: Perikatan Sepihak  dan Perikatan  Timbal
Balik. Pasal 1234 KUH Perdata membagi perikatan kedalam:
a. Perikatan yang melahirkan kewajiban untuk memberi sesuau;
b. Perikatan yang melahirkan kewajiban untuk berbuat sesuatu Perikatan
yang melahirkan kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu;
Terhadap perikatan-perikatan tersebut, ilmu hukum menggolongkan
kedalam perikatan sepihak dan perikatan timbal balik. Suatu perikatan
dikatakan sepihak, jika perikatan tersebut hanya melahirkan kewajiban atau
prestasi pada salah satu pihak dalam perikatan, tanpa melahirkan kewajiban
atau kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedangkan suatu perikatan disebut
dengan perikatan timbal balik jika perjanjian tersebut menerbitkan kewajiban
bagi para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan suatu prestasi terhadap
yang lainnya secara timbal balik. Selanjutnya berdasarkan pada objek dan
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prestasi yang wajib dipenuhi, secara umum prestasi tersebut dapat dibedakan
kedalam:
a. Prestasi yang hanya dapat dilaksanakan oleh debitur sendiri;
b. Prestasi yang dapat dilaksanakan oleh pihak   manapun juga dalam
kapasistasnya sebagai wakil atau kuasa dari debitur.
Jika dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang
bersifat unik seperti yang disebutkan dalam angka 1 tersebut diatas, meskipun
tidak seluruhnya demikian, biasanya prestasi tersebut untuk berbuat sesuatu.
Terhadap prestasi yang unik ini, putusan pernyataan pailit mengakibatkan
hapusnya perikatan sebagai kreditur konkuren terhadap harta pailit.
Dalam hal yang demikian kurator tidak memiliki kewenganan untuk
mengambil alih maupun untuk melakukan suatu perbuatan yang baik secara
implisit apalagi eksplisit, menyatakan kehendaknya untuk tetap atau tidak
melanjutkan perjanjian tersebut.
Khusus bagi prestasi yang dapat diwakilkan atau dikuasakan
pelaksanaanya, maka jika pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan
terdapat perjanjian timbal balik yang  baru sebagian dipenuhi atau bahkan
belum dilaksanakan   sama sekali, maka pihak yang telah   mengadakan
perjanjian dengan debitur pailit dapat meminta kepada kurator untuk
memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut
dalam suatu jangka waktu tertentu. Pihak  lawan berhak meminta  kepada
Hakim pengawas untuk menetapkan jangka waktu tersebut, dalam hal kurator
tidak memberikan keputusan atau persetujuan mengenai usaha jangka waktu
yang telah diajukan.
Jika dalam jangka waktu tersebut diatas, baik yang disepakati, maupun
yang ditetapkan Hakim Pengawas, kurator tidak memberikan jawaban atau
Kurator secara tegas menyatakan tidak bersedia melaksanakan perjanjian
tersebut secara hukum dinyatakan berakhir dan pihak lawan dalam perjanjian
demi hukum menjadi kreditur konkuren atas harta pailit.
Sebaliknya jika kurator ternyata menyatakan kesanggupannya untuk
melaksanakan perjanjian tersebut, maka pihak lawan dalam perjanjian
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diberikan hak untuk meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan atas
kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.21
Adanya kemungkinan sebelum pernyataan pailit, kreditur merugikan
kreditur-krediturnya. Misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi
dengan mengalihkan asset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Dalam hal
ini Undang-Undang KPKPU memperbolehkan pembatalan terhadap transaksi
tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang
tersebut. Tindakan pembatalan transaksi tersebut sering disebut dengan actio
pauliana, yang dalam undang-undang kepailitan diatur melalui dari pasal 41.
Satu hal yang cukup menarik dari Undang-Undang Nomor 37 tahun
2004 Tentang KPKPU ini adalah sifat dapat dilaksanakannya Pertama (Uit Ver
Baar Bij Voor Raad), Pasal 6 (ayat 5) dengan tegas mengatur bahwa,
meskipun terhadap putusan pailit yang kemudian dikoreksi atau dibatalkan
oleh sebuah keputusan yang  secara hierarkis lebih tinggi, maka semua
kegiatan pemberesan dengan pengurusan harta pailit yang telah dilakukan
kurator tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.
Sejak tanggal putusan pailit ditetapkan debitur   menjadi tidak
berwenang lagi melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailit. Harta pailit
seketika itu berada di bawah penguasaan kurator untuk dilakukan pengurusan
dan pemberesan (Pasal 16 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
KPKPU).
Dalam  Undang-undang  No. 37  Tahun  2004  Tentang KPKPU yang
baru ini, peranan kurator menjadi relatif kuat dalam pengurusan dan
pemberesan harta pailit, sehingga dapat dikatakan adanya kurator dalam
Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPUmerupakan ciri baru,
dibanding Faitlissementsverordening. Hal ini dikatakan oleh Sudargo
Gautama bahwa:
“Peranan dari kurator ini adalah ciri baru dalam Perpu 1998 No. 1 ini,
yaituuntuk memberi peranan yang besar bagi kurator. Yang dapat bertindak
sebagai kurator seperti kita saksikan bukan saja Badan Harta Peninggalan,
tetapi juga Expert Partikulir yang sekarang mengambif oper peranan sebagai
Kurator itu. Demi kepentingan para kreditur dalam sutu pailisernen.”22
21 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Op. Cit, hlm. 33
22 Ibid, hlm. 80
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Dengan adanya kurator yang telah diputus oleh putusan Pengadilan
menyebabkan debitur di bawah pengampun kurator, berarti debitur menjadi
tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan.
Akibatnya debitur tidak dapat menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta
kekayaannya, karena seluruh harta kekayaannya telah berada dalam sitaan
umum.23
Akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap harta debitur yang
menyebabkan harta debitur menjadi sitaan umum ini menurut Munir Fuady,
adalah berlaku demi hukum:
Pada prinsipnya Kepailitan seorang debitur berarti meletakkan sitaan umum
terhadap seluruh asset debitur. Karena sitaan-sitaan yang lain jika ada harus
dianggap gugur karena hukum. Sitaan umum tersebut berlaku terhadap
seluruh kekayaan debiturr, meliputi;
a. Kekayaan yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan dan
b.   Kekayaan yang akan diperoleh oleh debitur selama kepailitan tersebut.
Proses pengaturan hukum khususnya tindakan eksekusi benda jaminan
setelah debitur dinyatakan pailit adalah; Pengamanan dan Penyegelan Harta
Pailit oleh Kurator, Proses Pencocokan Piutang  dan Kegiatan verifikasi
lainnya, Penawaran damai terhadap Kreditur, Penyelesaian dan Pembagian
hasil Eksekusi Harta Pailit oleh Kurator.
C. Kesimpulan
1. Pemberi hak tanggungan yang dinyatakan pailit, maka pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya, sebatas
90 hari setelah dinyatakan pailit, hal ini karena perlindungan terhadap
preferensi hak tanggungan menjadi tidak berfungsi oleh karena adanya
kepailitan yang dialami oleh debitur.
2. Perbuatan hukum atas harta debitur sebelum pernyataan pailit yang merugikan
kreditur-krediturnya, misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi
dengan  mengalihkan asset-asetnya kepada pihak  lain  (pihak  ketiga), maka
diperbolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi
23 Elijana, Tentang Akibat-Akibat Pernyataan Pailit, dalam Makalah Para Pakar Yang
Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan,
Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1999, hlm. 212
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syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan pembatalan
transaksi tersebut sering disebut dengan actio pauliana.
3.   Kepailitan mempunyai sifat dapat dilaksanakannya Pertama (Uit Ver Baar Bij
Voor Raad), yaitu meskipun terhadap putusan pailit yang kemudian dikoreksi
atau dibatalkan oleh sebuah keputusan yang secara hierarkis lebih tinggi, maka
semua kegiatan pemberesan dengan pengurusan harta pailit yang telah
dilakukan kurator tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.
D. Rekomendasi
1. Seharusnya sifat preferensi dari suatu hak tanggungan dimaksudkan untuk
melindungi kreditur walaupun telah melebihi waktu insolvensi, karena kreditur
preferen mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur
lainnya sebagai upaya perlindungan yang telah diberikan oleh hukum kepada
kreditur pemegang hak tanggungan.
2. Agar pengaturan aktio pauliana tidak dapat diberlakukan kepada pembayaran
utang debitur kepada bank, karena pembayaran tersebut telah terlebih dahulu
diperjanjikan dalam pemberian kredit.
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